
Terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan 
sosial PPKS

% PPKS Mandiri

Terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS

% PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

Meningkatnya kualitas data PPKS

% data PPKS yang valid

Meningkatnya verifikasi data fakir miskin

% data fakir miskin yang terverifikasi

Terlaksananya pendataan DTKS

Jumlah DTKS yang terdata

Tersedianya Data Base Pengelolaan DTKS

Jumlah DTKS yang telah di verifikasi

Meningkatnya pemenuhan layanan rehabilitasi 
sosial

% PPKS yang terpulihkan fungsi sosialnya

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar 
penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut 
usia terlantar, serta gelandangan pengemis di 

luar panti sosial

Persentase penyandang disabilitas terlantar, 
anak terlantar, lanjut usia terlantar  serta 

gelandangan pengemis yang terpenuhi 
kebutuhan dasarnya diluar panti sosial

Terpenuhinya kebutuhan pemakanan  per orang 
sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah orang mendapatkan pemenuhan 
kebutuhan pemakanan sesuai  dengan standar 

gizi minimal  kewenangan kabupaten/kota

Terlaksananya pemberian layanan data dan 
pengaduan kewenangan kabupaten/kota

Jumlah orang mendapatkan layanan data dan 
pengaduan kewenangan kabupaten/kota

Terpenuhinya orang yang mendapatkan alat  
bantu dan alat bantu peraga  sesuai kebutuhan 

kewenangan kabupaten/kota

Jumlah orang yang mendapatkan alat  alat  
bantu dan alat bantu peraga  sesuai kebutuhan 

kewenangan kabupaten/kota

Tersedianya pakaian dan kelengkapan lainnya 
dalam satu tahun kewenagan kabupaten/kota

Jumlah orang yang menerima  pakaian dan 
kelengkapan lainnya  yang tersedia dalam satu 

tahun  kewenangan kabupaten/kota

Terpenuhinya  orang yang mendapatkan 
pelayanan reunifikasi keluarga kewenagan 

kabupaten/kota

Jumlah orang  yang mendapatkan pelayanan  
reunifikasi keluarga  kewenangan 

kabupaten/kota

Pemberian bimbingan fisik, mental, spritual dan 
sosial kewenangan kabupaten/kota

Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, 
spiritual, dan sosial kewenangan 

kabupaten/kota

Meningkatnya pemberdayaan sosial KAT

% KAT yang berdaya

Terlaksananya fasilitasi pembinaan terhadap 
Komunitas Adat Terpencil

Jumlah keluarga KAT yang mendapatkan 
pembinaan 

Terlaksananya monitoring dan evaluasi 
terhadap Komunitas Adat Terpencil

Jumlah keluarga yang meningkat 
kemampuannya

Meningkatnya pemenuhan layanan perlindungan 
sosial

% PPKS yang terpenuhi perlindungan sosialnya

Meningkatnya pengembangan ekonomi bagi 
keluarga miskin

% keluarga miskin yang memiliki usaha ekonomi 
aktif

Terpenuhinya orang yang mendapatkan 
bantuan  pengembangan ekonomi  masyarakat 

kewenangan  kabupaten/kota

Jumlah orang yang mendapatkan bantuan 
pengembangan ekonomi masyarakat 

kewenangan kabupaten/kota

Terpenuhinya keluarga penerima manfaat  
(KPM) yang  mendapatkan bantuan sosial  

kesejahteraan keluarga kewenangan 
kabupaten/kota

Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM)  yang 
mendapatkan bantuan sosial  kesejahteraan 

keluarga kewenangan kabupaten/kota

Terlaksananya pengentasan keluarga fakir 
miskin  Kabupaten/Kota

Jumlah keluarga yang mendapatkan 
pengentasan fakir miskin kabupaten/kota

Meningkatnya penanganan korban bencana

% korban bencana yang terpulihkan kembali

Meningkatnya layanan bantuan korban bencana 
alam dan sosial

Jumlah korban bencana alam dan sosial yang 
terpenuhi kebutuhan dasarnya 

Terpenuhinya orang yang mendapatkan 
permakanan 3x 1 hari dalam masa tanggap 

darurat (pengungsian) kewenangan 
kabupaten/kota

Jumlah orang yang mendapatkan permakanan  
3x 1 hari  dalam masa tanggap darurat  

(pengungsian) kabupaten/kota

Meningkatnya partisipasi taruna siaga bencana 
(TAGANA) dalam penangan bencana sosial dan 

bencana alam kabupaten

Persentase taruna siaga bencana (tagana) yang 
ikut  berpartisipasi dalam 

Terpenuhinya orang yang melaksanakan 
koordinasi , sosialisasi dan pelaksanaan taruna 

siaga bencana kewenangan kabupaten/kota

Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, 
sosialisasi  dan pelaksanaan taruna siaga 

bencana kewenangan kabupaten/kota

Meningkatnya peran PSKS dalam pengentasan 
masalah kesejahteraan sosial

% PSKS yang aktif

Meningkatnya kapasitas PSKS

% PSKS yang terpenuhi kapasitasnya

Terlaksananya peningkatan kapasitas PSKS 

Jumlah sumber daya manusia potensi sumber 
kesejahteraan sosial yang kompeten

Meningkatnya lembaga dan yayasan yang 
memiliki Izin Pelaksanaan Pengumpulan Uang 

atau Barang

Jumlah lembaga/yayasan yang memiliki izin 
pelaksanaan Pengumpulan Uang atau Barang

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi 
Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan 

Pengumpulan Uang atau Barang

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 
Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis 

Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

Meningkatnya kualitas pengelolaan makam 
pahlawan

% makam pahlawan dalam kondisi baik

Meningkatnya Pelaksanaan kegiatan 
pemeliharaan taman makam pahlawan 

Persentase taman makam pahlawan yang 
terpenuhi pemeliharaannya

(pakai turunan pokin, namun kedepannya 
dihapus dan digabung diinternal aja)

Terlaksananya pemeliharaan taman makam 
pahlawan nasional  kabupaten/kota

Jumlah makam yang terpenuhi 
pemeliharaannya pada taman makam pahlawan 

kabupaten/kota



Jumlah Lembaga Penyedia 
Layanan AMPK di tingkat Provinsi 

yang memiliki sarana dan 
prasarana layanan sesuai standar

'Jumlah  SDM Penyedia 
Layanan yang terlatih dan 

mendapatkan sertifikat 
Perlindungan dan 

Penanganan AMPK

Jumlah kegiatan kerjasama 
antar lembaga penyedia 

layanan AMPK

Jumlah Perangkat 
daerah yang Mendapat 

Advokasi dan 
Pendampingan Layanan 

Perlindungan 
Perempuan Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Perempuan 
Korban Kekerasan Tingkat 

Kabupaten/Kota yang 
Mendapatkan Layanan 

Pengaduan

Jumlah Dokumen 
Komunikasi Informasi dan 
Edukasi (KIE) Pemenuhan 
Hak Anak bagi Lembaga 

Penyedia Layanan 
Peningkatan Kualitas Hidup 

Anak Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil 
Penguatan  Jejaring Antar 
Lembaga Penyedia Layanan 

Peningkatan Kualitas         
Hidup Anak Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah SDM yang 
memperoleh advokasi dan 

Pendampingan dalam 
pelaksanaan kebijakan 

/program/ kegiatan 
pencegahan KTA

Jumlah kegiatan 
pencegahan KTA terpadu

Jumlah AMPK yang 
mendapatkan layanan 

pengaduan

Jumlah AMPK yang mendapatkan 
layanan

Jumlah Dokumen Data 
Gender dan Anak 

Kabupaten/Kota yang 
Tersedia

Jumlah Dokumen 
Penyajian dan 

Pemanfaatan Data 
Gender dan Anak 

dalam Kelembagaan 
Data di Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Organisasi 
Pemerintah, Non 

Pemerintah, Media dan 
Dunia Usaha yang 
Mendapat Advokasi 

Kebijakan dan 
Pendampingan 

Pemenuhan Hak Anak 
pada Organisasi 
Pemerintah, Non 

Pemerintah, Media dan 
Dunia Usaha

Jumlah Dokumen 
Hasil Koordinasi 
dan Sinkronisasi 

Pelembagaan 
Pemenuhan Hak 

Anak Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah    Anak    yang    
Mendapatkan    

Layanan Peningkatan  
Kualitas  Hidup  Anak  

Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen 
Hasil Koordinasi 
dan Sinkronisasi 

Pelaksanaan 
Peningkatan 

Kualitas Hidup Anak 
Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Penguatan Kapasitas SDM 
penyedia   layanan AMPK

Terbangunnya kerjasama 
antar lembaga penyedia 

layanan perlindungan bagi 
AMPK tingkat daerah 

kabupaten/kota

Terlaksananya Advokasi 
Kebijakan dan 

Pendampingan Layanan 
Perlindungan 

Perempuan Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Tersedianya Layanan 
Pengaduan Masyarakat 
bagi Perempuan Korban 

Kekerasan Tingkat 
Kabupaten/Kota

Jumlah laporan hasil 
koordinasi dan 
sinkronisasi 

penyelenggaraan PUG

Jumlah perangkat daerah 
yang mengikuti sosialisasi 

kebijakan pelaksanaan 
PUG termasuk PPRG

Jumlah Dokumen Hasil 
Sosialisasi Peningkatan 
Partisipasi Perempuan 

di Bidang Politik, 
Hukum, Sosial dan 

Ekonomi Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Organisasi 
Masyarakat yang 

Mendapat Advokasi dan 
Pendampingan Kebijakan 
Peningkatan Partisipasi 
Perempuan di Bidang 

Politik, Hukum, Sosial dan 
Ekonomi Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengembangan Kegiatan 

Masyarakat untuk Peningkatan 
Kualitas Keluarga Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Layanan Komprehensif 
bagi Keluarga dalam 

Mewujudkan Kesetaraan 
Gender (KG) dan 

Perlindungan Anak yang 
Wilayah Kerjanya Lingkup 

Daerah Kabupaten/Kota yang 
Tersedia

Terlaksananya Penguatan 
Jejaring Antar Lembaga 

Penyedia Layanan 
Peningkatan Kualitas Hidup 

Anak Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Terlaksananya advokasi dan 
pendampingan Perangkat 
Daerah dalam pelaksanaan 

kebijakan /program/ kegiatan 
pencegahan KTA

Terlaksananya kegiatan 
pencegahan kekerasan 

terhadap anak yang terpadu

Tersedianya Layanan 
Pengaduan Masyarakat bagi 

Anak yang Memerlukan 
Perlindungan Khusus Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya Layanan AMPK 
yang terintegrasi dan 

komprehensif

Peningkatan Kapasitas Sarana 
dan Prasarana Lembaga 

Penyedia Layanan AMPK di 
tingkat kabupaten/kota

Terlaksananya 
Penyajian dan 

Pemanfaatan Data 
Gender dan Anak 

dalam Kelembagaan 
Data di Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya Advokasi 
Kebijakan dan 
Pendampingan 

Pemenuhan Hak Anak 
pada Organisasi 
Pemerintah, Non 

Pemerintah, Media dan 
Dunia Usaha 
Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pelembagaan 

Pemenuhan Hak 
Anak Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Tersedianya Layanan 
Peningkatan Kualitas 

Hidup Anak 
Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pelaksanaan 

Pendampingan 
Peningkatan 

Kualitas Hidup Anak 
Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Tersedianya Komunikasi 
Informasi dan Edukasi (KIE) 
Pemenuhan Hak Anak bagi 
Lembaga Penyedia Layanan 
Peningkatan Kualitas Hidup 

Anak Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah lembaga layanan anak yang 
mendapatkan pelatihan

Jumlah 
kebijakan/program 

pencegahan kekerasan 
terhadap perempuan 
termasuk TPPO pada 

perangkat daerah yang 
sudah dievalausi

Persentase korban 
kekerasan terhadap 

perempuan yang dirujuk

Terlaksananya 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi 

Penyelenggaraan 
PUG Kewenangan kab/ 

kota

Terlaksananya Sosialisasi 
Kebijakan Pelaksanaan 

Pengarustamaan Gender 
(PUG) Termasuk 

Perencanaan 
Pembangunan Responsif 

Gender (PPRG) bagi 
Organisasi Pemerintah 

Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Terlaksananya 
Sosialisasi Peningkatan 
Partisipasi Perempuan 

di Bidang Politik, 
Hukum, Sosial dan 

Ekonomi Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Meningkatnya Organisasi 
Masyarakat yang 

Mendapat Advokasi  
Kebijakan  dan 
Pendampingan 

Peningkatan Partisipasi 
Perempuan dalam Politik, 

Hukum, Sosial dan 
Ekonomi Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya Pengembangan 
Kegiatan Masyarakat untuk 

Peningkatan Kualitas Keluarga 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Tersedianya Layanan 
komprehensif bagi Keluarga 

dalam MewujudkanKesetaraan 
Gender (KG) dan 

Perlindungan Anak yang 
Wilayah Kerjanya Lingkup 
Daerah Kabupaten/Kota

Tersedianya Data 
Gender dan Anak 
Kabupaten/Kota

Meningkatnya layanan 
rujukan bagi perempuan 

korban kekerasan

Jumlah perangkat daerah yang memiliki Focal 
Point dan anggaran Berbasis Gender

Jumlah perempuan yang diberdayakan dan terlibat 
dibidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, pada 

organisasi kemasyarakatan

Indeks Kualitas Keluarga (Rata-
rata)

Indeks Kepuasan Masyarakat 
Terhadap Pelayanan 

PUSPAGA
Jumlah profil gender dan anak yang dipublikasikan

Persentase lembaga 
(pemerintah, non pemerintah 

dan dunia usaha) yang 
memberikan pelayanan 
Pemenuhan Hak Anak

Persentase lembaga 
penyedia layanan 

peningkatan kualitas hidup 
anak yang mendapat 

penguatan

Jumlah media massa yang bekerja 
sama dengan perangkat daerah 

untuk melakukan KIE pencegahan 
kekerasan terhadap anak

Jumlah lembaga layanan yang telah memiliki standar pelayanan 
minimal

Meningkatnya lembaga PHA 
pada  lembaga Pemerintah, 
non Pemerintah, Media dan 

Dunia Usaha

Meningkatnya  Penguatan 
Lembaga Penyedia  Layanan  
Peningkatan  Kualitas  Hidup 

Anak

Meningkatnya pencegahan 
kekerasan terhadap anak dengan 

melipatkan para pihak

Meningkatnya penyedia  layanan bagi anak yang memerlukan 
perlindungan khusus

Meningkatnya penguatan lembaga 
penyedia bagi anak yang memerlukan 

perlindungan khusus

Meningkatnya 
pencegahan kekerasan 
terhadap perempuan

Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung 
APBD

Meningkatnya pelembagaan pengarusutamaan 
gender (PUG) di perangkat daerah

Menigkatnya pemberdayaan perempuan bidang bidang 
politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi 

kemasyarakatan

Terselenggaranya Peningkatan 
Kualitas Keluarga dalam 

Mewujudkan  Kesetaraan  Gender  
(KG)  dan  Hak

Anak

Terselenggaranya Layanan 
bagi Keluarga dalam 

Mewujudkan KG dan Hak Anak 
yang Wilayah Kerjanya

Terlaksananya pengelolaan data gender dan anak

Persentase keterwakilan perempuan dalam jabatan pemerintahan dan 
organisasi kemasyarakatan di bidang politik, hukum, sosial, dan 

ekonomi

Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah 
kawin yang umur perkawinan pertamanya dibawah 18 tahun

Jumlah orang yang dapat memanfaatkan data 
informasi tentang gender dan anak

Nilai Kabupaten Layak Anak Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani
Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan TPPO (Per 100,000 

Penduduk Perempuan)

Meningkatnya partisipasi perempuan dalam jabatan pemerintahan 
dan organisasi kemasyarakatan di bidang politik, hukum, sosial dan 

ekonomi

Meningkatnya kualitas dan layanan komprehensif bagi 
keluarga

Meningkatnya pemanfaatan data gender
Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan 

anak
Meningkatnya Pencegahan dan  Perlindungan Khusus Anak Meningkatnya perlindungan perempuan

POHON KINERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Meningkatnya kesetaraan 

gender, pemberdayaan 

perempuan dan 

perlindungan perempuan 

dan anak

 '- IPG ( Indeks 

Pembangunan Gender)                                                                 

'- Persentase Penurunan 

Kasus Kekerasan terhadap 

Perempuan dan Anak                                    

Meningkatnya kesetaraan gender Meningkatnya upaya perlindungan pada perempuan dan anak

IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)  '- Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak



MENINGKATNYA TATA KELOLA  
PEMERINTAHAN DESA DAN  

DUKUNGAN  PEMERINTAH DESA 
TERHADAP PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA

IDM

Meningkatnya status 
pembangunan desa

Persentase Desa dengan 
Klasifikasi Desa Maju

Meningkatnya Administrasi Desa 
yang Tertib Transparan dan 

Akuntabel

Persentase  Desa yang tertib, 
transparan, dan akuntabel dalam 

penyelenggaraan administrasi 
pemerintahan desa

Meningkatnya kapasitas SDM 
Pemerintah Desa

% SDM pemerintah desa yang 
kompeten

Terlaksananya 
peningkatan kompetensi 

aparatur pemerintah 
desa

Jumlah aparatur 
pemerintah desa yang 
mengikuti peningkatan 

kapasitas

Terlaksananya 
peningkatan 

kompentensi Badan 
Permusyawaratan 

Desa

(BPD)

Jumlah anggota BPD 
yang mengikuti 

peningkatan kapasitas

Meningkatnya 
kualitas laporan 

penyelenggaraan 
desa

% Desa yang 
memiliki laporan 
penyelenggaraan 

desa yang baik

Terfasilitasinya 
perencanaan 

pembangunan Desa

Jumlah dokumen 
hasil penyusunan 

perencanaan 
pembangunan Desa

Terlaksananya 
fasilitasi penyusunan 
laporan pengelolaan 

keuangan desa

Jumlah Dokumen 
Pengelolaan 

Keuangan Desa

Terlaksananya fasilitasi 
penyusunanan laporan 
pengelolaan aset desa

Jumlah dokumen hasil 
pengelolaan aset

Terlaksananya 
fasilitasi 

penyelenggaraan 
musyawarah desa

Jumlah laporan 
musyawarah desa

meningkatnya kualitas 
kerjasama desa

% kerjasama desa yang 
terimplementasi

Meningkatnya 
Fasilitasi Kerjasama 

desa

% desa yang memiliki 
MoU/kerjasama

Terlaksananya 
fasilitasi pembinaan 

kerjasama desa

Jumlah desa yang 
mendapatkan 

pembinaan 
kerjasama desa

Terlaksananya 
monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan 
kerjasama desa

Jumlah laporan 
monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan 
kerjasama desa

Meningkatnya 
penataan desa

% desa yang tertata 
secara administratif

Meningkatnya tata 
tertib batas wilayah 

desa

% desa yang memiliki 
batas wilayah tertib

Terlaksananya 
fasilitasi kewenangan 

desa

Jumlah desa yang 
telah terfasilitasi 

kewenangan desa

Terlaksananya 
Pembinaan 

Penyelenggaraan 
Tapal Batas Desa

Jumlah desa yang 
telah selesai 

melaksanakan 
penetapan 

administrasi 
kewilayahannya

Meningkatnya Tata Tertib 
Administasi Desa

Persentase Desa yang  
memiliki Administrasi Desa 

Tertib

Terlaksananya fasilitasi 
pengangkatan dan 

pemberhentian 
perangkat desa

Jumlah laporan 
pengangkatan dan 

pemberhentian 
perangkat desa

Terlaksananya 
penyelenggaraan 

pemilihan, pengangkatan, 
dan pemberhentian kepala 

desa

Jumlah laporan hasil 
penyelenggaraan 

pemilihan, pengangkatan 
dan pemberhentian 

Kepala Desa

Terlaksananya fasilitasi 
penyusunan profil desa

Jumlah dokumen profil 
desa

Terlaksananya 
fasilitasi penyusunan 
produk hukum desa

Jumlah dokumen 
hasil penyusunan 

produk hukum desa

Terlaksananya fasilitasi evaluasi 
perkembangan desa serta 
lomba desa dan kelurahan

Jumlah dokumen hasil evaluasi 
desa serta lomba desa dan 

kelurahan

Meningkatnya 
pemberdayaan 

masyarakat desa

% Desa yang 
memiliki 

pemberdayaan aktif

Meningkatnya kapasitas 
LKD

% LKD yang kompeten

Terlaksananya 
peningkatan kapasitas 

Pemberdayaaan 
Lembaga 

Kemasyaratan Desa

Jumlah lembaga 
kemasyarakatan desa 

yang ditingkatkan 
kapasitasnya

Terlaksananya 
fasilitasi Musyawarah 
Desa dalam Lembaga 
Kemasyarakatan Desa 

(LKD)

Jumlah laporan 
penyelenggaraan 
musyawarah desa 
dalam Lembaga 

Kemasyarakatan Desa 
(LKD) 

Terlaksananya fasilitasi 
Tim Penggerak PKK 

dalam Penyelenggaraan 
Gerakan Pemberdayaan 

Masyarakat dan 
Kesejahteraan Keluarga 

Jumlah dokumen hasil 
fasilitasi tim penggerak 

PKK dalam 
Penyelenggaraan  

Gerakan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa dan 

Kesejahteraan Keluarga

Meningkatnya pengembangan 
usaha ekonomi desa

Jumlah desa yang memiliki 
pengembangan usaha ekonomi

Terlaksananya fasilitasi 
pemerintah desa dalam 

pemanfaatan teknologi tepat 
guna

Jumlah laporan hasil fasilitasi 
pemerintah desa dalam 

pemanfaatan teknologi tepat 
guna

Terlaksananya fasilitasi 
pengembangan usaha 
ekonomi masyarakat 

Jumlah dokumen hasil 
fasilitasi pengembangan 

usaha ekonomi masyarakat

Terlaksananya pembinaan 
dan pemberdayaan 

BUMDes

Jumlah dokumen hasil 
pembinaan dan 

pemberdayaan BUMDes



kelurahan


